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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7/PMK.02/2014

TENTANG TATA CARA REVISI | ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014

FORMAT SURAT PERSETUJUAN ESELON I

LOGO (1) KEMENTERIAN/LEMBAGA .............. (2)
UNIT ESELONIL.....ocooviiiii, (3) Kop
Alamat ..o (4
Nomor S / /2014 (tanggal-bulan) 2014
Sifat : Segera
Lampiran -
Hal : Persetujuan Revisi Anggaran Antar Kegiatan dan Antar Satker
Yth. 1. Kepala Satker .....coocovivviviiiiininnnn,
2. Kepala Satker ...........oooovinnnnn, }( 5)
3. Kepala Satker .........ccoiiiiiiiinn,
Di
Tempat
1. Sehubungan dengan usulan Revisi Anggaran melalui surat nomor......... (6)
dengan rincian:
a. Lingkup ............. (7)
b. Program ............. (8)
c. Satker ...
1) Kegiatan .............
2) Kegiatan .............
d. Satker ... (9
1) Kegiatan .............
2) Kegiatan .............
e. Keluaran............. (10

2. Revisi Anggaran tersebut menyebabkan penambahan pagu anggaran pada

Satker:
2 Kegiatan.................... sebesar Rp.........
[ T Kegiatan................... sebesar Rp......... } (11)
3. Revisi Anggaran tersebut menyebabkan pengurangan pagu anggaran pada
Satker:
B Kegiatan................... sebesar Rp......... (12]
[ T Kegiatan.................... sebesar Rp......... }

4, Dengan ini dinvatakan bahwa Revisi Anggaran antar Satker tersebut dapat

5. Dalam rangka penvelesaian Revisi Anggaran tersebut, Satker-Satker vang

disetujui.

mengalami revisi diharapkan mengajukan Revisi Anggaran kepada Kanwil
DJPBEN secara bersamaan.
Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal/ Sekretaris
Utama/ SekretarisfPejabat Eselon T K/L

NIP/NRP..........co.cocvii s v (14
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Keterangan:

e L S

12,

15.

14,

Diisi dengan logo K/L.

Diisi dengan nomenklatur K/ L.

Diisi dengan unit eselon I pengusul Revisi Anggaran.

Diisi dengan alamat unit eselon I.

Diisi dengan Satker-Satker yang mengajukan Revisi Anggaran.

Diisi dengan nomor surat usulan Revisi Anggaran yang diajukan oleh Satker.
Diisi dengan jenis Revisi Anggaran yang dilaksanakan.

Diisi dengan Program yang dilaksanakan.

Diisi dengan Satker-Satker dan Kegiatan-kegiatan vang mengalami Revisi
Anggaran.

. Diisi dengan Keluaran-Keluaran yvang mengalami Revisi Anggaran.
11.

Diisi dengan Satker-Satker dan Kegiatan-Kegiatan vang mengalami
penambahan anggaran beserta nominalnya.

Diisi dengan Satker-Satker dan Kegiatan-Kegiatan vyang mengalami
pengurangan anggaran beserta nominalnya.

Diisi dengan nama Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat
Eselon I K/L penanda tangan surat persetujuan Eselon I

Diisi dengan NIP/NRP Sekretaris Jenderal / Sekretaris
Utama/Sekretaris/Pejabat Eseclon I K/L penanda tangan surat persetujuan
Eselon .

MENTERI KEUANGAN REFUBLIK INDCNESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN 11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7/PMK.02/2014

TENTANG TATA CARA REVISI | ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014

MEKANISME PENYELESAIAN REVISI ANGGARAN
PADA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

" o
= MorovinSurar aoulan = Manalinl Suratusilan
v anggaran dan el anggarandan
kelenghapan Doloamen bl gleanan Doloaman
pendukung pendulcang;
& Surrak upuban rewsd; T
= Dhakas dhan Dk £ L]
Pendluksing |
.I Penelzabian FojiE
berabah?
. bla
L 4 N -
* Suratpenalakean g nTir- RA-
ko K.
w = Siaral pe roe Lafuan N tkeasi dari s-s‘mm._ & plaod e
- wavid, dilam pird i | ® persetujuan reisi; he— mmj:ﬂ
3 c.a DSP otk v Kude dipilalsampy R
PR c.g DSl i PYH i
Keterangan:
1.  Eselon 1 menviapkan usulan perubahan anggaran untuk  direvin  oleh
APIP K/L

2, Reviu vang dilalukan APIP K/L vaitu dengan melakukan verifikasi atas
kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersvaratkan serta kepatuhan
dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran.

3. Betelah usulan Revisi Anggaran direviu oleh APIP K/L., Eselon I menviapkan
usulan-usulan Revisi Anggaran dan melengkapi dokumen pendukung untuk
disampaikan kepada DWJA.

4,  DJA

meneliti surat usulan

Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen

pendukung.

a. A melakukan

penelaahan  dengan K/L untuk usulan revisi yang

menyvebabkan pagu anggaran K/ L berubah,

6, Dalam hal:

1. dokumen pendukung tidak lengkap, atan

2, penelaahan Revisi Angearan ditolak,

LhJA

akan

menetapkan Surat  Penolakan  Revisi  Anggaran dan

menyampaikannya kepada Eselon [
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Dalam hal penelaahan atau penelitian kelengkapan Revisi Anggaran disetujui,
DJA akan menerbitkan DHP RKA-K/L Revisi.

Berdasarkan DHP RKA-K/L Revisi, DJA akan mengunggah ADK RKA-K/L-
DIPA Revisi untuk memperbarui database.

Setelah database di-upload, server akan memberikan notifikasi persetujuan
revisi dan menerbitkan kode digital stamp baru.

DJA menerbitkan surat persetujuan revisi yang dilampiri notifikasi sistem.

Eselon I menerima persetujuan revisi dari DJA dan melaksanakan kegiatan
gsesuai persetujuan revisi.

MENTERI KEUANGAN REPURLIK INDONE SIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN 111

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7/PMK.02/2014

TENTANG TATA CARA REVISI | ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014

MEEANISME PENYELESAIAN REVISI ANGGARAN
PADA EANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHAEAAT

Sumar | [ = ]
PeEm=i | R : iy il bk
Eselonl | sk
Iaaryee I LS JRYLE
i = Banslin S uoalae vewie
syt rs haes bliar o e
= Sl U le Msuind Al gparan: s pend g
= Daea dan Dobunsen Pencibang
°© e
N il E I P e k3 = Ul
- Ean s . : - - Upload lie poweca
l Susar penalakas varda J -— freTen Rt — RF-F AT -TiTFA
-\-\_\_\_\_::rlrllj_'_,_,.o-" = = _.l =
& Surac penmozrashan rovisd, e T TR T
i — [ dHla et Morifilkasi. | g * ponmesahan rovizd;
l = Karsdimital ;e poep Foeea,

Eeterangan!

1. EKuasa Pengruna Anggaran (KPA] menyviapkan usulan Revisi Anggaran beserta
data dan dokumen pendukung,

2, KPA menyvampaikan wusulan Revisi Anggaran Kepada Kantor Wilavah
Cirektorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB),

3. Dalam hal Revisi Anggaran memerlukan persetujuan Eselon [ KPA
mengajukan usulan Revisi Anggaran kepada Eselon I untuk mendapatkan
persetujuan.

4. Berdasarkan persetujuan Eselon I, KPA mengajukan usulan Revisi Anggaran
kepada Kanwil DJPB.

5. DJPB meneliti usulan revisi dan kesesuaian dengan dokumen pendukung.

6. Dalam hal Revisi Anggaran ditolak, Kanwil DJPB menerbitkan
Surat Penolakan Revisi Anggaran.

7. Dalam hal Revisi Anggaran disetujui, Kanwil DJPB akan melakukan
upload ADK RKA-K/L DIPA ke server.

8. Setelah ADK REKA-K/L. DIPA divalidasi oleh sistem, secara otomatis akan
diterbitkan notifikasi dan kode digital stamp baru sebagai tanda pengesahan
Revisi Anggaran.

9. Kanwil DJPB menyampaikan surat persetujuan yang dilampiri notifikasi
pengesahan Revisi Anggaran.

13. KPA melaksanakan kegiatan berdasarkan pengesahan Revisi Anggaran dari
Kanwil DJPB.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONE SIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.40 62

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7/PMK.02/2014

TENTANG TATA CARA REVISI | ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014

MEEANISME PENYELESAIAN REVISI ANGGARAN
YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN ESELON [ KEMENTERIAN /LEMBAGA

e pr-edl |

Melampiran = Mémsalicl Surat waulug [ Eaclonl makylasloa: J
® Sural Uwulue pavisi; pewlal; = Surplusuilan pevisi
= Dt ey Dobowmicn L | * Mok o * Disia das Dubuss oo Benduluny
Frivulamye = Mt kaa kelengkapan -
Dakunaen pendakusap T

E
Srt Panalakae M ’,-/-i\
| i o -
— L

ﬁ-rllnl:'-'_'_'_'_'_,--""';'k

Y
ST Y _,_,_,--'"'T:_;Ir.'m:uangal:u Iy
Ferooiajuan Me— Kanwil
Eadunl LY

S

k.

Kanwil
DB

kKeterangat:

1. KPA menyiapkan usulan Revisi Anggaran dan menyampaikan kepada Eselon |
beserta data dan dokumen pendukung.

2. Eselon I menerima usulan Revisi Anggaran meneliti surat usulan, mengecek
kewenangan Revisi Anggaran, serta memeriksa kelengkapan dokumen
pendukung,.

3. Dalam hal usulan Revisi Anggaran ditolak maka Eselon I menerbitkan surat
penclakan Revisi Anggaran.

4, Dalam wusulan Revisi Anggaran disetujui dan merupakan kewenangan
Kanwil DJPB maka Eselon I menerbhitkan Surat Persetujuan Eselon I dan
disampaikan kepada KPA.

5. Berdasarkan surat persetujuan Eselon I KPA menvampaikan usulan Revisi
Anggaran kepada Kanwil DJPB.

6. Jika Revisi Anggaran merupakan kewenangan DJA, Eselon I menyiapkan surat
usulan Revisi Anggaran vang dilengkapi dokumen pendukung.

7. Eselon I menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada DJA untuk mendapat
pengesahan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7/PMK.02/2014

TENTANG TATA CARA REVISI | ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014

MEEANISME FENYELESAIAN REVIST ANGGARAN
FADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN

» Melakukan revisi
AnggAran. —

EPA menyiaplkan:

# Surat usulan revis:;

* Download ADK REA-
K/L unt menyusun

= Matriks Semula-

Menjadi:

¢N v Update ADK REA-K/L;

v Dokumen pendukung:
» SPTIM.

DIPA
Fetikan
barubah?

» Update ADK REA-K/L;
» Coatak POK;
v Menotaplan POK

Kanwil
DIPE

terangan:

KPA melakukan Revisi Anggaran sesuai dengan kewenangannya.

KPA menelii apakah Revisi Anggaran vyang dilakukan KPA mengubah
DIPA Petikan atau tidak.

Dalam hal DIPA Petikan tidak berubah, KPA meng-update ADK RKA-K/L DIPA
serta mencetak dan menetapkan POK.

Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan perubahan DIPA Petikan,
KPA menyiapkan usulan Revisi Anggaran beserta dokumen pendukungnya.

KPA menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada DJPE untuk mendapat
pengesahan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7/PMK.02/2014

TENTANG TATA CARA REVISI | ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014

Pt 1A 1 RINC AN RUIAMCE FANCTRUI T3 I MAMOGRA N

FPEMYELESAIAN EEVIST ANGCGARAN

AT RIEVISD AMOGCRAIRAN  YANCE  DESIEHATTKAN

PEMARATIAN  ATTAL

PENGITEANCAN PACT AMCCAREAN BELANJA TEEMASUR PERCESEEREANM

FINECTA T A NG A AN BIELANIANY A

L. Linegkup Eovist Angearan dan Reveclusgan

LIATAM 215

[ AR 1 P T T

PASAL

LA

Rl
(IR ARRYL |

kelelihan realizasi PNTAT di atas target vang
dircrcanaben daloan APBN, Porsyordlain yore
Lannboluan harus dilmpirkonn vailu:

a. matriks pernbahan target "N

b, 85511 dan NTI'N.

Mazal |1
avat |2)

u

Longulan polabsonsan el yvane Jdoauanya
Lersumhber  cdari PHEN danfatanv PHIGN.
Porsyanalan taadbabuag vate honos dilaonpiskan
vallu dollor sisa PHL doangfawon PHDH voue
cditanda tangani kepala KIPI'N.

Posal 12
avat [0

Porcopaton ponsriksan PHLE donfaiau PHDN,
I'ersyaratan tambahan vang hams dilampirkan
yvaitu Anual Work Flan vang disetujui Lender.

Posal 13

Penerimaan HLN/HDN setelah Undang-Undang
mengenai APBN Tahun Anggaran 2014
ditetapkan. Persyaratan tambahan yang harus
dilampirkan yaitu Nomor register HLN/HDN.

Pasal 14

Penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang.

Pasal 15

Penggunaan anggaran belanja yang bersumber
dari PNBEP di atas pagu APBN untuk Satker BLU.

Pasal 16
ayat (1)

Pengurangan alokasi pinjaman proyek luar
negeri.

Pasal 17

Perubahan pagu anggaran pembayaran Subsidi
Energi. Persyaratan tambahan vang harus
dilampirkan vyaitu surat persetujuan Menteri
Keuangan.

Pasal 18
ayat (3)

Perubahan pagu anggaran pembayaran bunga
utang. Persyaratan tambahan vang harus
dilampirkan vaitu dokumen nilai tukar rupiah
terhadap valuta asing sesuai kurs tengah Bank
Indonesia.

Pasal 19
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AEWENANCGAN
Mo, TTRATATT REWVISI [l
2 )
(RS- (RS TL.TERT
L3, | Laxgutoan polaksonmm FIOPM, Posol 20 ¥
ayal (4]
17| Loagutany poloksanaan Reeiolon dalan ranelka Posol 21 W
polTusan piyanan, Posvaralon caubalian et (4
vang harug dilampirkan yaitu Dafrar Bincian
kegintan clan leealisasl Anggaran.
12| Poreopatan polaksanaan keelalan dalann raneka Poso 22 Y
Poncrusan Piojamman,
14| lanjutan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka 'aga 33 W
Pl russaTl il
14| M'ercepatan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka 'aga 24 W
penerisat hilatn,
L3, Poreopatan roalisasi poelaksoimon provek yvooe Pasal 23 W
dananya hersumber dari SHEN 1155, vl (3]
16.| Perubahan pagu anggaran pembayaran cicilan| Pasal 26 Y
pokok utang.
17.| Perubahan pagu anggaran PMN. Pasal 27 V
18.| Perubahan pagu anggaran dalam rangka|Pasal 28 Y
penyesuaian kurs.
19.| Pengurangan alokasi HLN. Pasal 29 vy
20.| Perubahan pagu anggaran transfer ke daerah. Pasal 30 Y

2. Persyaratan Umum Revisi Anggaran

a. Surat usulan Revisi Anggaran vyang dilampiri matriks perubahan
(semula-menjadi);

SPTJM;

Copy DIPA terakhir,
Revisi RKA-K/L; dan
ADK RKA-K/L DIPA.

o a0 T


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.40 66

o PRRLEEA AN ATTALE DG RCGHICESICIRAN RINCIAN ANCIA AN DALAR TTA L 120
ANCCARAN TETAP

1. Lingkup Hewizi Anggaran dan Kewenangan
T EA N A
M. LFREA AN IGO0 . . Konwil Esl I EPA
(RS- P (N .
[ 3114
L. Porgoscrom dalam |o[sall] Koeluanma, asal s .
1 (smolu) Boegintan don Lojsatu] Sacker,  #2Y8 ] prigeiakan u
hurufa
A, [Pergeseran antar Keluaran, 1 |sahi) Pazal S .
Kegiatan dan 1 (zatn] Satker. ayat (3] et H
g sat] huruf b
4. Ergeseran dalam Keluaran  sang Pasal G
kama, Kesiatan vang sama dan sotar 3t (E) ,
- L . lmafe T
Polloer dalain |o[sato) wilayvah kojs
Boanwil 1a113,
4. ergeseran  dalam  Keluaran  sang Pasal S
sama. Kegiatan vang sama dan antar 2¥RL(35) ,
N Tinrnld | Pergasaaa u

Salker dalain wilayval: koja Ranwil
DJPE vang berbeda.

5. [Pergeseran antar Keluaran, Kegiatan| Pasal 5
vang sama dan antar Satker dalam 1 Eyat (fS]
(satu) wilayah kerja Kanwil DJPB. ure

pengesahan \{

6. [Pergeseran antar Keluaran, Kegiatan| Pasal 5
ayat (3)

vang sama dan antar Satker dalam
huruff | Pengesahan <

wilayah kerja Kanwil DJPB yang

berbeda.
7. |Pergeseran antar Kegiatan dalam 1| Pasal5b
{satu) Satker. ayat (3) N
huruf g
8. |Pergeseran antar Kegiatan dan antar| Pasal 5
Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja| avat(3) pengesahan |
Kanwil DJPB. hurufh
9. |Pergeseran antar Kegiatan dan antar| Pasal 5
Satker dalam wilayah kerja Kanwil| ayat(3) | pengeshen Y
DJPB vang berbeda. hurufi

10.|Penghapusan/perubahan catatan | Pasal 31 N
dalam halaman IV DIPA.
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EEWENATICAT]
Nu. URALAN REVISI pasal Do | Faml (sl Kin
' LJFEN
11.|I'enamhahan cAra penarikan Pasual 12 pabar y
PHLM/FHDI. I
12 [I'ergeseran anggaran dalam rangka Pasal 33 g
penyelesaian skrrcht,
153 | Menggnaan dana Cutpaf CGadangan, Pasal A W
L4, |Ponmanboban fperubalion runosan Vasal 22 g
kinerja.
L3, |Porubabiin kowposisi instuucn Vasad 28 3
pemlxiavaan ntang.
L&, |[Porgescion angearann dolain sata Vasal 27 X
subbapian sngraon BA B,
17.|Pergeseran anggaran dari BA BUN| Pasal 38
Pengelolaan Belanja Lainnya (BA v
999.08) ke BA K/L.
18. |Pergeseran antar subbagian | Pasal 39
anggaran dalam Bagian Anggaran y
999 (BA BUN).
19.|pergeseran anggaran dari BA K/L ke| Pasal 40 J
BA BUN.

2. Persyaratan Umum Perubahan atau Pergeseran Rincian Anggaran Dalam Hal

Pagu Anggaran Tetap

a. Surat usulan Revisi Anggaran

([semula-menjadi);
b, SPTJM;
Usulan revisi DIPA; dan
d. ADK RKA-K/L DIPA.

o

dilampiri

Matriks

Perubahan
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o DAFTAR REVIST AMCCARAN RARENA RESALAHAN ADMINISTREASI

1, Linekup Eovist don Kowoetigan

EEWENANCAN
M. LIATAM RS Foaarweil
1 iy
1A 54 1 1308 N
L. Ralal kode akun scsual kaidoh aloontansi | Pasal & )
sepanjang dalam peruntnkan dan sasaran | hurmfa Y
¥ANE sAMa.
2, Ralual kel Ronlor Pelavean | Pasal &
l'erbencaharasn Megara,  |KIUPM] dalam | huraf b v
1 |satun]  wilayvah  kerja  Kanter Wilavah
Direktarat Jenderal Parhendaharaan.
J. Ralal Laode Rounor Polapesnnun | Pasal G
l'erbendaharaan Megara  [KI'PN] dalam | horoaf e g
wilavah kono Ranlor Wilawvaly Diveklorad
Jondoral Porbenedalwnaon voouwe boerbacida,
4, Porubaliom ioncnklalor buaeioon ooeeadaon | Pasdal G "
donyfalon Sulker sopangang koo Lola, Liurud ¢l
0. Halat kede nomar regiater PHTLNSHITM. l'azal t ;
hurul o K
6. |Ralat kode kewenangan. Pasal 6 N
huruf f
7. |Ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam | Pasal 6
1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah | hurufg v
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
8. |Ralat kode lokasi dalam wilayah kerja| Pasal 6
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal | huruf h
Perbendaharaan yang berbeda dan lokasi N
KPPN dalam 1 (satu] wilayah kerja Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
9. |Ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam | Pasal 6
wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat| hurufi V
Jenderal Perbendaharaan vang berbeda
10. |Ralat kode Satker Pasal 6 J
huruf j
11. |Ralat cara penarikan PHLN/PHDN. Pasal 6 J
huruf k
12. |Ralat pencantuman volume, jenis, dan | Pasal6
satuan Keluaran vang berbeda antara| hurufl v
REKA-K/L dan RKP atau hasil kesepakatan
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EEWEMAMCAN
M. LIATAN WS Kyl
e .
IhEM ] |l 13 M
DPE-EI dengan poncrintlal,
13, Ralat rencana penarikan dana atan rencana Pasal o .
poricriniaan dalomn balaanan 1T DIRPA bl 1 u
L4, Falal poncontuuiamn volume Eelosman didwn Pasala 3
[ar, huraf n
Lo, Perubabioo pojabal perbeiedalioraan Pusala \
b o

2, Porsyvarnatan TTnum Eaqlal Adminisinast

A, sSural usulan Bowvist Aneedran dilanpid Matiks  Porubabion (somolo-
e jaci|

b ST
- Llanlan revisi [ can
i ADE EEA-K /L DIPA.

RAEMTTICE] I LI TCRA T L LR TN R

FALITLARLA LS CHIATHE A1
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LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7/PMK.02/2014

TENTANG TATA CARA REVISI | ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014

FORMAT SURAT USULAN REVISI ANGGARAN

PERBENDAHARAAN
LOGCO (1) KEMENTERIAN/LEMBAGA .............. (2)
UNITESELON L., (3) Kop
Satker ..o ()
Alamat ..., 5)]
Nomor D S- / /2014 (tanggal-bulan) 2014
Sifat : Segera

Hal

Di

Lampiran : Satu Berkas

: Usulan Revisi Anggaran

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan .................. ... ... ... (6)

(7

. Dasar Hukum:
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomeor JPMK.02/2014

tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014,
b. o (8)

c. DIPA Petikan .............cccooceevee e NOL e Tanggal o,

kode digital stamp ......... ...

Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran:
a e (9)
b e (10)

Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
a. Kategori revisi...... (11)
b. Jenis revisi... ... {12)

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa:
a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir.

b. SPTJM.

c. ADK RKA-K/L DIPA Revisi.

doo L (13)

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran

e e (14
NIP/NRP....c.ccoov v e ces e (15)
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Keterangan:

Diisi dengan logo K/ L.

Diisi dengan nomenklatur K/L.

Diisi dengan unit eselon I pengusul Revisi Anggaran.
Diisi dengan Satker pengusul Revisi Anggaran.

Diisi dengan alamat Satker.

Diisi dengan tujuan (Kepala Kanwil DJPB).
Diisi dengan alamat Kanwil DJPB.

Diisi dengan peraturan-peraturan lain sebagai dasar hukum revisi (jika ada).

0oL N DUk W

Diisi dengan alasan/pertimbangan yang menjadi penvebab dilakukannya
Revisi Anggaran dari sisi perubahan kebijakan atau ada penugasan bharu.

—
o]

. Diisi dengan alasan/pertimbangan dari sisi tujuan Revisi Anggaran, antara lain:
antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat
pencapaian kinerja K/L, dan/fatau meningkatkan efektivitas, kualitas belanja
dan optimalisasi penggunaan anggaran yvang terbatas (pilih sesuai keperluan).

11. Diisi dengan kategori Revisi Anggaran vaitu perubahan rincian anggaran yvang
disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk
pergeseran rincian anggaran belanjanya, perubahan atau pergeseran rincian
anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dan/fatau perubahan/ralat karena
kesalahan administrasi (pilih sesuai keperluanj.

12. Diisi dengan jenis Revisi Anggaran, (contoh: pergeseran antar keluaran dalam
1 {satu) kegiatan dan 1 (satu) Satker dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya
operasional).

13. Diisi dengan dokumen pendukung lainnya terkait dilakukan Revisi Anggaran
yang dilakukan (contoh: Surat Pernyataan Penggunaan Hasil Optimalisasi/Sisa
Anggaran Swakelola).

14. Diisi dengan nama KPA.
15. Diisi dengan NIP/NRP KPA.
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MATRIKS PERUBAHAN [SEMULA-MENJADI)

No. Uraian Semula Menjadi +/-
1. Program ... (2]
2. Kegiatan ...(3)]
3. Keluaran ...(4)
=  Volume aaa (5) bbb (6) cce(7)
= Rupiah Rp .o oot (8) Rp.yyy.yvy (9) | Rp.zzz.zzz(10)
4, Kode Digital Stamp | 9999.9999,9999,9999 -
Keterangan:
1. Diisi dengan nomenklatur Satker pengusul Revisi Anggaran.
2. Diisi dengan Program yang direvisi.
3. Diisi dengan Kegiatan yvang direvisi.
4. Diisi dengan Keluaran vang direvisi (termasuk apabila terjadi perubahan jenis
Keluaran).
5. Diisi dengan volume Keluaran awal sebelum Revisi Anggaran.
6. Diisi dengan volume Keluaran akhir setelah Revisi Anggaran.
7. Diisi dengan penambahan/pengurangan volume Keluaran setelah Rewvisi

10.

Anggaran.
Diisi dengan alokasi anggaran awal sebelum Revisi Anggaran.
Diisi dengan alokasi anggaran akhir setelah Revisi Anggaran.

Diisi dengan penambahan/pengurangan alokasi anggaran setelah Revisi
Anggaran.
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B. FORMAT SURAT USULAN REVISI ANGGARAN DARI ESELON [ KEPADA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

LOGO (1) KEMENTERIAN/LEMBAGA .............. (2)
UNIT ESELON ..o, (3] L Kop
Alamat ... (4)
Nomor PS5 / /2014 (tanggal-bulan) 2014
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Usulan Revisi Anggaran
Yth. Direktur Jenderal Anggaran
Di
jakarta
1. Dasar Hukum:
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor JPME.02/2014
tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014.
b. ...
c. DHP RKA-K/L Ditjen ......................No. ... Tanggal.e
d. DIPA Induk ..........No. ........ Tanggal ... ........ kode Digital Stamp..........
e. DIPA Petikan ......... No. ........ Tanggal ... ... ..... kode Digital Stamp... ... ...
f. DIPA Petikan ......... No. ........ Tanggal ........... kode Digital Stamp..........
2. Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran:
A v (6)
B (7)
3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
a. Kategori revisi...... (8)
k. Jenis revisi...... (9)

4. Berkenaan dengan usulan Revisi Anggaran tersebut di atas dilampirkan data
dukung berupa:

a. Matriks perubahan (semula-menjadi] sebagaimana daftar terlampir.
b, SPTJM.
ADK REA-K/L DIPA Revisi.

e (10)

o

Demikian kami samypaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

{Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/
Sekretaris/Pejabat Eselon I
Kementerian/Lembaga)

NIP/NRP... oo cov v v v (12)
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Keterangan:
1. Diisi dengan logo K/L.
2. Diisi dengan nomenklatur K/L.
3. Diisi dengan unit eselon I pengusul Revisi Anggaran.
4, Diisi dengan alamat unit eselon I.
5. Diisi dengan dasar hukum lainnya (contoh: UU, PP, Perpres) atau keputusan
sidang kabinet atau keputusan rapat yang dipimpin menteri koordinator.
6. Diisi dengan alasan/pertimbangan yang menjadi penyebab dilakukannya Revisi

10.

11.
12,

Anggaran dari sisi perubahan kebijakan atau ada penugasan baru.

Diisi dengan alasan/pertimbangan dari sisi tujuan Revisi Anggaran, antara lain
antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat
pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga, dan/atau meningkatkan efektivitas,
kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran vang terbatas (pilih
sesuai keperluan].

Diisi dengan kategori revisi yaitu perubahan rincian anggaran yang disebabkan
penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran
rincian anggaran belanjanya, perubahan atau pergeseran rincian anggaran
dalam hal pagu anggaran tetap, dan/atau perubahan/ralat karena kesalahan
administrasi (pilih sesuai keperluan).

Diisi dengan jenis Revisi Anggaran, (contoh: pergeseran antar keluaran dalam
1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya
operasional).

Diisi dengan dokumen pendukung lainnya terkait dilakukan Revisi Anggaran
yvang dilakukan (contoh: Surat Pernyataan Penggunaan Hasil Optimalisasi/
Sisa Anggaran Swakelola).

Diisi dengan nama Pejabat Eselon I K/L.
Diisi dengan NIP/NRP Pejabat Eselon I K/ L.
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MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)

No. | Uraian Semula Menjadi +/-
A. Satker....... (2] (kode Digital Stamp)(12)
1. Program ... (3)
2. Kegiatan ...(4)
3. Keluaran ...(5)
= Volume aaa (6) bbb (7) cce(8)
= Rupiah Rp.xooe oo (9) Rp.yyy.yvyy (10) | Rp.zzz.zzz(11)
B. Satker....... (2} (kode Digital Stamp)(12)
1. Program ... (3)
2. Kegiatan ...(4)
3. Keluaran ... (5)
= Volume aaa (6) bbb (7] cce(8)
= Rupiah Rp.xoox.soxx (9) Rp.vyy.yvyy (10) | Rp.zzz.zzz(11)
Keterangan:
1. Diisi dengan nomenklatur Eselon I pengusul Revisi Anggaran.
2. Diisi dengan nomenklatur Satker yang direvisi.
3. Diisi dengan Program yang direvisi.
4. Diisi dengan Kegiatan yang direvisi.
5. Diisi dengan Keluaran vang direvisi (termasuk apabila terjadi perubahan jenis
Keluaran).
6. Diisi dengan volume Keluaran awal sebelum Revisi Anggaran.
7. Diisi dengan volume Keluaran akhir setelah Revisi Anggaran.
8. Diisi dengan penambahan/pengurangan volume Keluaran setelah Revisi
Anggaran.
9. Diisi dengan alokasi anggaran awal sebelum Revisi Anggaran.
10. Diisi dengan alokasi anggaran akhir setelah Revisi Anggaran.
11. Diisi dengan penambahan/pengurangan alokasi anggaran setelah Revisi
Anggaran.
12. Diisi dengan Digital stamp semula.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN V111

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7/PMK.02/2014

TENTANG TATA CARA REVISI | ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)

A. FORMAT SPTJM KUASA PENGGUNA ANGGARAN *)

LOGO (1) KEMENTERIAN/LEMBAGA ............. 2)
UNIT ESELON T..vooviveioioeeeeee . 3) | Kop
Satuan Kerja ..o coovei v vin i v (4)
Alamat...........coccici (5)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR © vvvveiieeeies e 6)

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama D ()
NIP/NRP ... ... ......... (8]
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal
sebagai berikut:

1. Usulan Revisi Anggaran telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun
2014.

2. Dokumen-dokumen yvang dipersyaratkan dalam rangka Revisi Anggaran telah
disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh Satuan Kerja, dan siap untukl
diaudit sewaktu-waktu.

3. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam TOR/RAB telah
disusun mengikuti ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis.

4. Revisi anggaran yang dilaksanakan tidak mengurangi volume Keluaran vyang
telah direncanakan.

5. Persetujuan dari Kementerian Perencanaan/Bappenas dalam hall
Revisi Anggaran menyebabkan pengurangan volume keluaran pada Kegiatan
Prioritas Nasional sudah ditetapkan.

6. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas
kebenaran usulan Revisi Anggaran yang diajukan.

7. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan|
kerugian negara, saya bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas
Negara.

8. Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan permasalahan hukum, menjadi
tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan
sadar, dan tidak dibawah tekanan.
............................ P L)
Kuasa Pengguna Anggaran
Materal | .. (10)
6000

NIP/NRP. oo\, (11)

*) format SPTIM KPA terkait BA BUN, baik untuk KPA BUN sebagai Pel aksana Kegiatan atau sebagai Penyalur Dana,
rumusan pernyataan disesuaikan dengan karakteriztik dan kebutuhan masing-masing subbagian anggaran BA BUN.
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Keterangan:

Diisi dengan logo Kementerian/Lembaga.

Diisi dengan uraian nama Kementerian/Lembaga.
Diisi dengan uraian nama unit Eselon I.

Diisi dengan uraian nama Satker.

Diisi dengan alamat Satker.

Diisi dengan nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Mo a A b=

Diisi dengan nama pejabat penanda tangan Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak.

Diisi dengan NIP/NRP.
g Diisi dengan tempat dan tanggal.
10. Diisi dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran.

11. Diisi dengan NIP/NRP Kuasa Pengguna Anggaran.
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B. FORMAT SPTJM ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA **)

LOGO (1) KEMENTERIAN/LEMBAGA .............. (2)
UNIT ESELON Tooovovioiis oo (3) L Kop
Alamat ... (4

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
e e (5)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e (0)
NIP e (1)
Jabatan . Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris/ Pejabat Eselon 1 (8)

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal
sebagai berikut:

1. Usulan Revisi Anggaran yvang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran telah
diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung vyang
disampaikan.

2. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka Revisi Anggaran telah
disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh Satuan Kerja dan unit
Eselon I, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

3. Dalam hal pagu anggaran berubah, usul Revisi Anggaran telah dibahas dan
direviu dengan unit Inspektorat terkait (AFPIP K/LJ.

4, Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas
usulan Revisi Anggaran yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Demikian surat pernvataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan
sadar, dan tidak di bawah tekanan.

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/
SekretarisfPejabat Eselon T

Materai
6000

e (10)
NIP/NRP... .. ovovce oo en v e [11)

**) format SPTIM Eselon I terkait BA BUN, untuk Eselon I sebagai PPA BUN, rumusan pernyataan
disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing subbagian anggaran BA BUN.
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Diisi dengan logo Kementerian/Lembaga.

Diisi dengan uraian nama Kementerian/Lembaga.
Diisi dengan uraian nama unit Eselon 1.

Diisi dengan alamat unit Eselon I.

Diisi dengan nomor SPTJM.

Diisi dengan nama pejabat penanda tangan SPTJM.
Diisi dengan NIP/NRP pejabat penanda tangan SPTJM.

Diisi dengan uraian jabatan penanda tangan SPTJM sesuai keperluan.

e e

Diisi dengan tempat dan tanggal.

H
e

Diisi dengan nama pejabat penanda tangan SPTJM.
Diisi dengan NIP/NRP pejabat penanda tangan SPTJM.

—_
—

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN IX

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7/PMK.02/2014

TENTANG TATA CARA REVISI | ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014

FOREMAT SURAT PENGESAHAN REVISI ANGGARAN

AL FORWAT SITRAT PEHGESAHAN RENTSI ANGOARAN PATA
DIRERTORAT JENDERAL ANGCARAN

EEMENTERIAN EETTANGAN EEPUBLIK INDINESLA
HEEKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Sedang Sxadona Elamer Lanta: 4, Jalan CeWak-ddi B, 1, Jalcasts Puazt ICTLO. Katak Foa 2435 JEP 100024

TELZACH (00:] 48193 15 FAKEIMLE [021) 264 7157, 207U warar anggaran, depleu.go. dd

Nomor - ! J2014 [tamggal- bulan) 2014
Bifat : Begera

Lampiran  : S3atu Berkas

Hal : Pengesahoan Revisi Atpgaran

Yib 1. Direklur Jenderal Perbendabarasn g Direklor Sisiem Perbersdabiaraan
2. Seckretarizs Jenderalf Sclerotaris Utama ) Schretaria/Pojabat Eaclon [ K/L
|
Temgart

Sehubungan denpan sural msulan Revisi Angparan momor.., ... {3 Taapgal...... 41
dengan ini disampatkan:

1. Usulan Rewvisi Anggaran telah disahkan dan Databaze EEA-KSL DIFA pada Kementetian
Keoampan lelal digerbatiara.

2. Dengan pengesahan Rewvisi Anggaran ini Kode Pengaman (Digitai Stamp} DIPA Petikan
vang digunakan sebagai dasar transaksi berubah menjadi sebagai berikut:

a. Batker............ Kode Pengaman (Digital Stamp)........... (5)
b.Satker............ Kode Pengaman (Digital Stamp)........... (5)

3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran dan
Kepala KPPN agar mengunduh PDF File DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk
mencetak DIPA Petikan Revisi sebagaimana tercantum dalam notifikasi terlampir.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Direktur Jenderal Anggaran
Direktur Anggaran I/ Anggaran II/

Anggaran III
e (6)
NIP i (7))
Tembusan:
1. Menteri/Pimpinan Lembaga ......... 8);
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Gubernur........ (9);
4, Eselonl..... (10);
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan dan Direktur Pelaksanaan Anggaran;
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ........ (11).

o
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Keterangan:

Diisi dengan nama dan kode Satker yang direvisi.

Diisi dengan KPPN yang yvang melakukan pembayaran.
Diisi dengan nomor surat usulan Revisi Anggaran.
Diisi dengan tanggal surat Usulan Revisi Anggaran.

Diisi dengan kode Digital Stamp baru per masing-masing Satker.

o g R Lo

Diisi dengan nama Direktur Anggaran I/Anggaran II/Anggaran III yang
mengesahkan Revisi Anggaran.

7. Diisi dengan NIP Direktur Anggaran IfAnggaran II/Anggaran III yang
mengesahkan Revisi Anggaran.

8. Diisi dengan Menteri atau Pimpinan Lembaga Satker vang direvisi.
9. Diisi dengan Gubenur terkait.

10. Diisi dengan Eselon I tempat Satker.

11. Diisi dengan Kepala Kanwil DJPB terkait.
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FORMAT SURAT PENGESAHAN RE‘fiSI ANGGARAN PADA EKANTOR WILAYAH
DIEREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN EEPUEBLIK INDHONE S1A
DIEEKTORAT JENDERAL PERRENDAHARAAN

EANWIL DIREETORAT JENDEREAL PERBENDAHAREAAN .. ........ (1)
Alamat.......... [2)

Nomaor ' 8- I fa014 (tanggal-bulan) 2014
Sifat ! Begera
Lampiran : Batu Berkas
Hal  Pengesahan Fevisi Anggatran
¥th. 1. Kuasa Pengguna Anggaran Satker ... ....... (3]

3. Kepala KPPN .......... (4)

3. Kepala KFFN .......... 4
Di

Tempat
Sehubungan dengan surat nsulan Revisi Anggaran nomor..... 5] Tanggal....... (6]

dengan ini disampaikan;

L.

Usulan Fevisi Anggaran telah disahkan dan Database REA-K/L DIPA pada Kementerian
Keuangan telah diperbaharui.

. Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini Kode Pengaman (Digital Stamp) DIPA Petikan

vang digunakan sebagai dasar transaksi berubah menjadi ............(7)

. Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran dan

Kepala KPPN agar mengunduh PDF File DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk
mencetak DIPA Petikan Revisi sebagaimana tercantum dalam notifikasi terlampir.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.... (8)

e (9)
NIP.oooi oo (10)

Tembusan:

ko=

Menterif Pimpinan Lembaga ......... (11);

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Gubernur........ (12);

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;

Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan dan Direktur Pelaksanaan Anggaran.
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Keterangan:

Diisi dengan Kanwil DJPB yvang mengesahkan Revisi Anggaran.

Diisi dengan alamat Kanwil DJPB vang mengesahkan Revisi Anggaran.
Diisi dengan nama dan kode Satker yang direvisi.

Diisi dengan KPPN yang vang melakukan pembayaran.

Diisi dengan nomor surat usulan Revisi Anggaran.

Diisi dengan tanggal surat usulan Revisi Anggaran.

Diisi dengan kode Digital Stamp baru.

Diisi dengan Kanwil DJPB yang melakukan Revisi Anggaran.

A T

Diisi dengan nama Kepala Kanwil DJPB yang mengesahkan Revisi Anggaran.
10. Diisi dengan NIP Kepala Kanwil DJPB yang mengesahkan Revisi Anggaran.
11. Diisi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Satker yang direvisi.

12. Diisi dengan Gubenur terkait.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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